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BAB V    

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah karena pemblokiran uang 

dalam rekening yang dilakukan bank secara sepihak adalah, Bank HSBC 

karena perbuatannya melakukan pemblokiran secara bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan telah memenuhi unsur perbuatan melawan 

hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan kerugian bagi 

PT. Toba Surimi Industries, maka Bank HSBC harus mengganti kerugian 

kepada PT. Toba Surimi Industries sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU OJK 

sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian Rp 

1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian materiil 

dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian imateriil serta 

mengembalikan uang yang diblokir sebesar USD 542,607,78 (lima ratus empat 

puluh dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh delapan sen dollar Amerika 

Serikat). 

2. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran uang secara 

sepihak yang dilakukan oleh Bank HSBC adalah, Bank HSBC telah 

melanggar: 

a. Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan 

b. Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank 
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c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

e. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko 

B. Saran 

1. Bank 

       Adapaun saran yang dapat diberikan penulis kepada pihak bank adalah pihak 

bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, 

hendaknya lebih melakukan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan oleh pegawainya kepada nasabah, karena prosedur pemblokiran yang 

dilakukan oleh pihak bank harus sesuai dengan peraturan yang ada. Bank tidak 

boleh melakukan pemblokiran uang dalam rekening nasabah secara bertentangan 

dengan peraturan yang ada sehingga dapat merugikan nasabahnya. Nasabah sudah 

mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank, sehingga bank harus menjaga 

kepercayaan masyarakat tersebut dengan cara melakukan kegiatan perbankan 

secara hati-hati yang dapat dilihat dengan selalu mematuhi peraturan perundang-

undangan yang ada.   

2. Nasabah dan Masyarakat  

       Hendaknya nasabah dapat selalu berhati-hati dalam menggunakan produk 

bank, nasabah harus sudah mengetahui kemungkinan risiko yang dapat terjadi 

terkait dengan produk yang digunakannya dan dapat meminimalisir kerugian yang 
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mungkin dapat terjadi. Nasabah dan masyrakat harus secara selektif memilih bank 

yang dapat memenuhi kebutuhannya. 

3. Pemerintah 

       Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pelaku usaha di 

sektor keuangan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 

usaha di sektor keuangan perlu diperberat, hal ini dilakukan untuk melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat, serta untuk mengantisipasi agar tidak ada 

pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi lagi di sektor keuangan. 
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